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ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA PEMBALUT
WANITA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Oleh
DESI ROHAYATI

Pembalut wanita menjadi kebutuhan wajib bagi wanita yang telah mengalami
menstruasi di setiap bulannya, pembalut wanita yang digunakan oleh konsumen
memiliki kontak langsung terhadap organ kewanitaan. Dengan demikian,
pembalut wanita dapat mempengaruhi kesehatan pemilik organ yang menjadi
konsumen pembalut wanita. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan
terhadap konsumen pengguna pembalut wanita, peran Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita, dan standar
pembalut wanita yang aman digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah eksploratoris.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya
dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan peran YLKI dilakukan sejak
adanya laporan pengaduan, kemudian YLKI melakukan pengujian pembalut
wanita di laboratorium TUV NORD Indonesia dengan metode spektrofotometri
yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor
472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
Selanjutnya YLKI melakukan siaran pers terkait hasil uji laboratorium yakni
terdapat 9 merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya berupa
klorin. Sedangkan, peran BPOM sejak pemberian izin edar yang mengharuskan
pembalut wanita melewati uji mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk, yang
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/Menkes/Per/V111/2010 tentang lzin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan siaran pers YLKI, BPOM membantu
Kementerian Kesehatan melakukan uji laboratorium yang didasarkan pada
Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 16-6363-2000 di Pusat Pengujian Obat
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dan Makanan Nasional (PPOMN) yang merupakan laboratorium milik BPOM.
Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa 9 merek pembalut wanita tersebut telah
memenuhi SNI. Menurut penulis, SNI pembalut wanita tersebut sudah saatnya
harus diperbaharui atau dengan kata lain diuji ulang. Sebagai pembanding, di
India pembalut wanita diatur pada Indian standard (IS) 5405:1980 Specification
for Sanitary Napkin dan Amerika Serikat diatur pada Guidance for Industry and
FDA Staff about Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket
Notification submissions (510(k)s). Kedua negara tersebut memiliki standar
pembalut wanita yang lebih rinci, bahkan terkait klorin yang merupakan salah satu
bahan berbahaya, Amerika Serikat memiliki ambang batas klorin pada pembalut
wanita yakni sebesar 0,1 ppm sampai 1 ppm.

Kata kunci: perlindungan konsumen, pembalut wanita, bahan berbahaya.
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MOTO

“Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Namun, sesuatu

yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga.”

(Anne Wilson Schaef)

"If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As
a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards
him. We need not wait to see what others do."

(Mahatma Gandhi)
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan
yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan suatu pembangunan
nasional terutama di sektor ekonomi. Sektor ekonomi melibatkan beberapa pihak,

diantaranya ialah produsen (pelaku usaha) dan konsumen.

Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan hubungan
yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena
keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang
cukup tinggi antara satu dan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat
bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan
konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.
Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil
produksi produsen (pelaku usaha).! Dengan demikian, pembangunan ekonomi

yang melibatkan produsen (pelaku usaha) diharapkan mampu menciptakan dan

L Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2010, him. 88.



mengembangkan produksi baik jasa maupun barang yang layak untuk dikonsumsi

oleh konsumen.

Realita yang terjadi, petaka yang menimpa konsumen Indonesia tidaklah jarang
terjadi. Selama beberapa desawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut
keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa,
mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung

mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.?

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, untuk mewujudkan perlindungan hukum
bagi para konsumen, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor
472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur
secara jelas mengenai pengertian dari perlindungan konsumen, perlindungan
konsumen diartikan pada Pasal 1 butir (1) sebagai berikut.

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen .

Perlindungan hukum bagi para konsumen harus memiliki lingkup yang cukup
mendetail, baik terhadap jasa maupun produksi barang. Barang yang dikonsumsi
merupakan barang yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen, baik konsumen
pria maupun konsumen wanita. Konsumen wanita memiliki kebutuhan tersendiri,
salah satunya ialah pembalut wanita. Tidak dapat dipungkiri, setiap wanita

membutuhkan pembalut wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2003, him. 20.



pembalut berarti sesuatu yang dipakai untuk membalut.® Sedangkan, wanita ialah
perempuan dewasa: kaum--, kaum putri (dewasa).* Oleh karena itu, pembalut

wanita adalah pembalut yang dipakai wanita pada masa haid.®

Haid atau menstruasi merupakan siklus kewanitaan yang dialami oleh perempuan
yang telah mengalami masa pubertas. Masa pubertas yang ditandai dengan
menstruasi diawali pada usia 12 tahun dan diakhiri hingga usia 50 tahun. Siklus
menstruasi tersebut berlangsung lamanya hingga 7 hari, dengan penggantian

pembalut wanita hingga 3 kali setiap harinya.

Sekitar 118 juta perempuan Indonesia, 67 juta diantaranya adalah perempuan
subur, memerlukan pembalut. Itu artinya kebutuhan pembalut di Indonesia tidak
kurang dari 1,4 miliar per bulan.® Dengan demikian, kebutuhan terhadap pembalut
wanita menjadi kebutuhan rutin yang dirasa begitu penting bagi para wanita di

setiap bulan.

Dalam perkembangannya saat ini, pembalut wanita menjadi salah satu faktor
pemicu penyakit yang diderita oleh wanita. Gatal, iritasi, keputihan, infertilisasi,
bahkan kanker serviks pada daerah kewanitaan bisa saja menyerang kaum hawa.
Hal tersebut terkait kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam pembalut
wanita. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/\//1996
tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 1

mengatur pengertian bahan berbahaya ialah sebagai berikut.

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
Jakarta: Balai Pustaka, 2005, him. 98.

4 1bid., him. 1268

S 1bid., him. 98

6 |http://m.antaranews.com/berita/506253/ylki-sayangkan-pernyataan-kemenkkes-tentang-
pembalut-berklorin|<diakses pada: 07/08/2016, 21:28 WIB>



http://m.antaranews.com/berita/506253/ylki-sayangkan-pernyataan-kemenkkes-tentang-pembalut-berklorin
http://m.antaranews.com/berita/506253/ylki-sayangkan-pernyataan-kemenkkes-tentang-pembalut-berklorin

“Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk
tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan
lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai
sifat racun, karsinogenik teratogenik, mutagenik, korosif dan iritas.”

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh
pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen, tentu

saja melakukan pengujian terhadap pembalut wanita.

Sesuai dengan siaran pers YLKI tanggal 6 Juli 2015, YLKI telah melakukan uji
laboratorium yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
472/Menkes/Per/VV/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
YLKI melakukan pengujian terhadap kadar klor pada pembalut. Pembelian
sampel dan uji laboratorium hingga Januari-Maret 2015, pembelian sampel
dilakukan di ritel modern dan pengujian dilakukan dengan menggunakan metode
spektrofotometri, dari hasil pengujian YLKI 9 merek pembalut mengandung

klorin dengan rentang 5 sampai dengan 55 ppm.’

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 3 huruf (f) mengatur tujuan dari
perlindungan konsumen itu sendiri yakni untuk

“Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan konsumen.”

[http:/lylki.or.id/2015/07/hasil-uji-ylki-pembalut-dan-pantyliner-mengandung-klor|
<diakses pada 07/08/2016, 21:58 WIB>



http://ylki.or.id/2015/07/hasil-uji-ylki-pembalut-dan-pantyliner-mengandung-klor

Adanya ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan pihak
yang diutamakan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatannya. Terkait
dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh YLKI, dimana terdapat 9
merek pembalut yakni Charm, Nina Anio, My Lady, VClass Ultra, Kotex, Hers
Protex, Laurier, Softex, dan Softness Standart Jumbo Pack, tentu saja hal tersebut
mengancam kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen yang

menggunakan pembalut wanita.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai
perlindungan konsumen terhadap penggunaan pembalut wanita. Hasil kajian
tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlindungan Konsumen

Bagi Pengguna Pembalut Wanita yang Mengandung Bahan Berbahaya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini ialah sebagai berikut.

a. Bagaimanakah peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam
memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna pembalut wanita?

b. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
mengawasi pengedaran pembalut wanita yang aman digunakan?

c. Bagaimanakah standar pembalut wanita yang aman digunakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna pembalut

wanita;



b. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita;

c. Untuk mengetahui standar pembalut wanita yang aman digunakan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut.

1.  Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
ilmu di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan Hukum Perlindungan

Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada

penelitian ini sebagai berikut.

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas
sebagai konsumen pembalut wanita mengenai perlindungan konsumen
terhadap penggunaan pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya
menurut hukum perlindungan konsumen;

b. Bagi Perusahaan yang menyediakan produk pembalut wanita untuk
memperhatikan serta meningkatkan keamanan produknya kepada konsumen.

c. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya
untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam
mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, bagian Hukum

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Il.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1.  Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Secara kebahasaan kata hukum dalam bahasa Latin, ius atau jus (misal ius atau jus
civil artinya hukum sipil atau hukum perdata), jure (misal de jure artinya menurut
hukum). Kadang-kadang digunakan kata lex, misal, lex generalis artinya hukum
umum. Arti lex sesungguhnya adalah undang-undang, misal lex specialis artinya
undang-undang khusus, namun undang-undang sering disamakan dengan hukum.
Dalam bahasa Perancis, droit, loi. Dalam bahasa Belanda, recht berarti hukum,
namun dalam konsepnya recht digunakan untuk hukum obyektif misal objectieve

recht dan hukum subyektif atau subjec-tieve recht ialah hak.!

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah: (1) peraturan
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa,
pemerintah, atau otoritas; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk
pengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai
peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang

ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).?

1 Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar llmu Hukum, Bandarlampung: Universitas Lampung,
2011, him. 15.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,
Jakarta: Balai Pustaka, 1991, him. 359.



Selain itu, hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan peraturan-peraturan
yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum; dan tujuan hukum
ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan

dan ketertiban terpelihara.””

Definisi hukum sebagai berikut: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat
memakasa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat
yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman

tertentu.”

Indonesia memiliki beberapa jenis hukum, salah satunya ialah Hukum
Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak
terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat
terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.
Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada
posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen
merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan

posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja merugikan konsumen.®

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah
melalui peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum mengenai perlindungan

konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

3 C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum Indonesia, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2011, him. 33.

4 Ibid, him. 34

5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2011, him. 1.



Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka (1) UUPK mengatur
bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen .

Sedangkan menurut literatur lain, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya
dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen
merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen
adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi

konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.®

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu
diantaranya adalah perlindungan oleh hukum (protection by law). Pemahaman
tentang arti dan konsep perlindungan hukum dirasakan semakin penting seiring

dengan lahirnya UUPK)’

2. Subyek Hukum Perlindungan Konsumen
Dalam Ilmu Hukum dikenal istilah subyek hukum, subyek hukum merupakan
pendukung hak dan kewajiban, artinya subyek hukum hukum mempunyai peranan

yang harus dilaksanakan itu disebut juga tugas atau kewajiban, sedangkan yang

6 Cahaya Setia Nurida Triana, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas, Purwokerto,
Universitas Jenderal Sudirman, 2015, him. 24.

7 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, him 29.
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tidak harus dilaksanakan disebut wewenang atau hak.® Dalam kaitannya dengan
hal tersebut, perlindungan konsumen pun memiliki pihak-pihak sebagai subyek
hukum. Pihak-pihak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut.

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) UUPK, ialah:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam
pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir,

pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undanng Perlindungan
Konsumen (UUPK) cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan
sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut
memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa
terutama negara Belanda, bahwa dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah:
pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku: pembuat suku
cadang: setiap orang yang membedakan produk asli, pada produk tertentu:
importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan,
disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;

pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1995, Him. 11.
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ditentukan. Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan
dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen sama dengan cakupan produsen
yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan

hukum.®

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK ialah sebagai berikut.

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang
diperdagangkan;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai

berikut.

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

° Op.,cit. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, him. 8.
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3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

a. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK ialah sebagai berikut.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal

konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau

pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen

yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu

produk lainnya. Pengertian konsumen ini adalah konsumen akhir.

19 1bid,. him. 4.
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Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen ialah sebagai berikut.
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi

barang dan/atau jasa

Hak ini maksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan onsumen dalam
penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat
terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu

produk.!

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan
harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja
membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau
kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegaka hak
konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.'? Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya

untuk menetapkan harga atas suatu suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama.”

11 1bid., him. 41.
12 Ibid., him. 45.
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Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang

satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar
oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang
disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat
produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang
tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar
konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena
dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang
diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan

dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai
manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal
kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut
dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan
dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun
melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak

maupun media elektronik.*®

13 Ibid., him. 41
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4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang

digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih
lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa
pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu
apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai,
ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat
penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu
kebijakan pemetintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini
dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang
disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu,

misalnya melalui YLKI.4

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah
dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Apabila
konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi,
baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak

konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.®

4 Ibid., him. 43.
15 Ibid., him. 47.
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6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen
memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat
terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan
konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam

melilih suatu produk yang dibutuhkan.®

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlakuan yang yang adil
(tidak diskriminatif) serta benar dan jujur dari produsen (pelaku usaha) sehingga

tidak menimbukan kerugian bagi konsumen.

8) Hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah
menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang
tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan pengunaan
produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi,
maupun Kkerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian)

konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur

18 Ibid., him. 44.
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tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang

diselesaikan melalui pengadilan.t’

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang dimaksud ialah seperti hak memperoleh lingkungan hidup yang
bersih dan sehat, hak tersebut sangat penting bagi setiap konsumen dan
lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk
memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997.%8 Selain itu, terdapat pula hak memperoleh
kebutuhan hidup. Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena
menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak
untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan
hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan,
sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.*®

Selanjutnya, Pasal 5 UUPK mengatur bahwa kewajiban konsumen ialah sebagai

berikut.

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

7 1bid., him. 44.
18 Ibid., him. 45.
19 Ibid., him. 44.
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4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

Hak dan Kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tentunya menunjukkan
adanya suatu hubungan antara pihak tersebut, hubungan antara pelaku usaha dan
konsumen pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi
ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berbentuk
pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjaman
atau kredit. Transaksi diatas dapat terwujud jika telah terjadi kesepakatan antara
kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku
usaha dan konsumen. Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu
memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, dan selanjutnya

disebut perjanjian.?

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dibedakan menjadi dua,

yakni sebagai berikut.

1. Hubungan Langsung

Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara
produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian.
Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan
berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat
(1) BW.,, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah

20 Wahyu Sasongko, 2007, Op.cit., him. 58.
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memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 13120 BW., sebagai

berikut.

a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
c. Mengenai suatu objek tertentu; dan

d. Mengenai causa yang dibolehkan.

Namun demikian, dipenuhinya keempat syarat di atas belum menjamin
sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang
harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada
alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana
mengikatnya undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah kesempurnaan
kata sepakat, karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya paksaan,
kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga
masih ada kemungkinan dibatalkan. Perjanjian demikian biasa disebut perjanjian

yang mengandung cacat kehendak.?*

2. Hubungan Tidak Langsung
Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan
antara produsen dengan konsumenyang tidak secara langsung terikat dengan

perjanjian, karena adanya pihak di antara pihak konsumen dengan produsen.

Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen

dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak

2L Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, him. 34.
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berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki
hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang
melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber
perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berupa
undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan
undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang

melanggar hukum.

Berdasarkan pembagian sumber perikatan di atas, maka sumber perikatan yang
terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum

merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan perlindungan konsumen.

Perbuatan melanggar hukum dalam BW diatur dalam Pasal 1365, yaitu sebagai
berikut.
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena sikapnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena
mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk
dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan
bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung
gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan

produsen.??

22 |bid., him. 35.
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4. Asas-asas Perlindungan Konsumen
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembagunan nasional, yaitu®:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya seara adil.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan
spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Op. Cit. him.25.
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Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumsannya mengacu pada filosofi
pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang

berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya,

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan
konsumen,
b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan

c. Asas kepastian hukum.

B. Tinjauan tentang Pembalut Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembalut berarti sesuatu yang dipakai
untuk membalut.?* Sedangkan, wanita ialah perempuan dewasa: kaum--, kaum
putri (dewasa).?® Oleh karena itu, pembalut wanita adalah pembalut yang dipakai
wanita pada masa haid.?® Haid alias menstruasi adalah proses pelepasan dinding
rahim yang disebut endometrium dengan disertai perdarahan dan terjadi setiap
bulan, kecuali pada saat hamil. Intinya, haid adalah proses membersihkan rahim.
Saat membersihkan itu, darah, sel-sel dinding rahim, dan sel telur alias ovum yang

tidak dibuahi akan luruh dan keluar menjadi darah haid. Setelah luruh, tubuh

24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, Op.Cit, him. 98.
2 1bid., him. 1268
2 1bid., him. 98
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perempuan akan memulai siklus menstruasi yang baru hingga nanti akan terjadi

haid di bulan berikutnya.?’

C. Tinjauan tentang Bahan (Zat) Berbahaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan adalah 1) barang yang akan
dibuat menjadi satu benda tertentu; baka; 2) (segala) sesuatu yang dapat dipakai
atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan,
untuk mengajar, memberi ceramah; 3) sesuatu yang menjadi sebab (pangkal) atau
sikap (perbuatan); 4) barang yang akan dipakai untuk bukti (keterangan, alasan,
dsh).?® Sedangkan, zat adalah 1) wujud; hakikat; 2) menyebabkan sesuatu menjadi
ada; 3) bahan yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung)
suatu benda; unsur.?® Bahaya adalah mendatangkan kecelakaan (bencana,
kesengsaraan, kerugian, dsb). Berbahaya ialah 1) adanya bahaya; (mungkin)

mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya.*

Adapun pengertian bahan berbahaya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
472/Menkes/Per/\V//1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
pada Pasal 1 angka 1 ialah sebagai berikut.

“Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk
tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan

lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai
sifat racun, karsinogenik teratogenik, mutagenik, korosif dan iritas.”

27 Avi Ramadhani, Bahagia Kala Haid Tiba, Jawa Tengah: Redaksi Ar-Rijal Publishing,
2015, him. 231.

28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, Op.Cit, him. 87

2 1bid, him. 1279

% 1bid, him. 90
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D. Tinjauan tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan organisasi non-
pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973.
Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didasari pada perhatian
atas kelangkaan produk nasional yang berkualitas dan kecenderungan memilih
dan berbelanja produk impor di era tahun 70an, serta perhatian terhadap perlunya
pemberdayaan bangsa dan produksi dalam negeri. Kelembagaannya disahkan
melalui Akte Notaris Loemban Tobing, S. H. pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI
diprakarsai oleh figur-figur yang telah ikut berjasa dalam masa perjuangan
kemerdekaan, sebagian besar diantaranya adalah para tokoh perempuan pejuang
seperti Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, lbu Soemarno serta Ibu
Lasmidjah Hardi (yang kemudian menjadi Ketua YLKI pertama). Keberadaan
YLKI diharapkan tidak hanya dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri
ditengah maraknya keberadaan produk impor, tetapi juga memperkuat posisi

konsumen.3?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki visi dan misi. Visi
YLKI ialah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan
hak-haknya secara individual dan berkelompok. Sedangkan misi YLKI adalah
melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen, memfasilitasi
terbentuknya kelompok-kelompok konsumen, mendorong keterlibatan masyarakat
sebagai pengawas kebijakan public, dan mengantisipasi kebijakan global yang

berdampak pada konsumen.?

/lylki.or.id/profil/sejarah/|<diakses pada: 2 Desember 2016, Pukul 09.06
http://ylki.or.id/profil/visi-misi/|<diakses pada: 2 Desember 2016, Pukul 09.55>

w
]
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Nilai-nilai dasar yang dianut YLKI adalah non profit, non partisan, tidak
diskriminatif, demokratis, keadilan sosial, keadilan gender, keadilan antar

generasi, hak asasi, solidaritas konsumen, dan independen.®

Selain itu YLKI pun memiliki strategi dan kegiatan sebagai berikut.>*

1.  Advokasi
Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan
agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan

nasional.

2. Penggalangan Solidaritas
Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar

konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen.

3. Pengembangan Jaringan
Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi

kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

4. Penyebaran Informasi yang Tidak Memihak
Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif
lainnya yang diperolen berdasarkan kajian dan bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Kedudukan YLKI didasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen,

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah

% Ibid.,
% Ibid.,
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lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang

mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.®

Kemudian, Tugas YLKI meliputi kegiatan sebagai berikut.*

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

2.  Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen;

5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Dalam upaya melindungi konsumen dari obat-obatan dan makanan yang tidak
layak, Pemerintah membentuk suatu badan yakni Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas yang telah diatur
dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen, tepatnya Pasal 67 sebagai berikut.

35[http://ylki.or.id/profil/kedudukan-dan-tugas/| <diakses pada: 2 Desember 2016, Pukul:
10.01 WIB>
% 1bid.,
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“BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”

Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor
14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur bahwa tugas BPOM
ialah sebagai berikut.

“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan
atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan
bahan berbahaya.”

Selanjutnya, Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen, mengatur bahwa BPOM mempunyai

fungsi sebagai berikut.

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat
dan Makanan.

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
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Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan, mengatur bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM

mempunyai fungsi sebagai berikut.

10.

Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu
produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk
secara mikrobiologi.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi

Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.

Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya, Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
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Lembaga Pemerintah Non Departemen, mengatur bahwa BPOM mempunyai

kewenangan sebagai berikut.

1.

2.

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.

Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara
makro.

Penetapan sistem informasi di bidangnya.

Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk
makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.

Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri
farmasi.

Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan

tanaman Obat.



F.  Kerangka Pikir
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Perjanjian Jual Beli Pembalut Wanita

PERAN YLKI

PERAN BPOM

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

KONSUMEN
PELAKU USAHA < > | PEMBALUT WANITA
(MASYARAKAT)
PEMBALUT WANITA
YANG MENGANDUNG
ZAT BERBAHAYA
STANDAR
PEMBALUT

WANITA YANG
AMAN DIGUNAKAN

Terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pembalut

wanita yaitu masyarakat. Dalam hal tersebut, terjadi perjanjian jual beli produk

pembalut wanita, kedua pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban.

Pelaku usaha berkewajiban untuk pengadaan pembalut wanita dan konsumen

berkewajiban untuk membayar produk pembalut wanita. Kemudian sebaliknya,

pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran atas produk pembalut wanita dan

konsumen berhak mendapatkan produk pembalut wanita yang bermutu dan aman

untuk digunakan.
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Realita yang ada, telah muncul pembalut wanita yang mengandung bahan
berbahaya. Konsumen merasa sangat dirugikan atas keberadaan pembalut wanita
yang mengandung bahan berbahaya tersebut, hal ini dikarenakan pembalut yang
mengandung bahan berbahaya dapat berisiko terhadap kesehatan konsumennya
dan apabila efek dari penggunaan pembalut wanita yang mengandung bahan
berbahaya mulai bekerja, hal tersebut sangat menggangu aktifitas konsumen itu

sendiri.

Realita tersebut menjadi suatu latar bagi penulis untuk mengungkapkan peran
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Y LKI) dalam memberikan perlindungan
terhadap konsumen pembalut wanita, peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan
Makanan) dalam mengawasi pengedaran pembalut wanita, serta standar pembalut

wanita yang aman digunakan oleh konsumen.



1. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya
sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di
tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu research, yang
berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian secara

logawiyah berarti mencari kembali.t

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang
telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana
(ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuanan teknologi, maka metodologi
penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan
yang menjadi induknya.? Terkait dengan hal tersebut, yang menjadi induk dari

ilmu pengetahuan yang diteliti penulis ialah ilmu hukum.

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis,

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta

! Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2001, him. 27.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2012, him. 1.
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empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.®

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian
Dalam mengadakan suatu penelitian, penting untuk diketahui jenis dan tipe
penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan jenis

penelitian dan tipe penelitian yang digunakan penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-
undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta
empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara
atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan
akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas

dan tegas serta lengkap.”

2.  Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang

$Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004, him. 2.
*1bid., him 134
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berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan
pembalut wanita yang mengandung zat berbahaya menurut hukum perlindungan

konsumen.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan eksploratoris.
Pendekatan eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai
suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala
itu. Pendekatan ekploratoris, umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang
masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan

belum ada sama sekali.®

C. Datadan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat,

sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.’

a. Data Primer, diperoleh dengan melakukan studi lapangan seperti melakukan
wawancara.

b. Data sekunder, Data sekunder terdiri dari:®

* Ibid., him 50.

® Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2012. HIm. 25

’ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Op. Cit, him. 12.

® Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him 67.
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1) Bahan hukum primer (primary law material), sumbernya perundang-
undangan.

2) Bahan hukum sekunder (secondary law material), sumbernya adalah buku
literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau

media elektronik

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari
perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-
ketentuan undang-undang yang menjadi tolok ukur terapan.® Data normatif dalam
penelitian ini adalah upaya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri

Kesehatan No. 472 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun
tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna
membuktikan suatu peristiwa hukum, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang
diperoleh berdasarkan tujuan proses.’® Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen terhadap penggunaan pembalut yang mengandung bahan

berbahaya.

° Ibid., hlm 151.
9 1hid., him. 33.
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2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan
secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua
pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang
biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut
informan atau responden.! Terkait hal ini, pewawancara ialah penulis. Sedangkan
informan ialah Subadra Yani Moersalin selaku ketua Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung dan Firdaus Umar selaku Kepala Bidang
Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Lampung.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:*?

a. Pemeriksaan Data (editing)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen,
dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan

tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (coding)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun
penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan
golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan
untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis

data.

1 Byrhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, HIm. 95.
12 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him 90.



37

c. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)
Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi
tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan

diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.
F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian
yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.’* Analisis secara
kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan
interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan
sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan

yang dibahas.*

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 105.
1 Abdulkadir Muhammad,Op.Cit., him. 127.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada

bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan
perlindungan terhadap konsumen pembalut wanita, bermula pada adanya
pengajuan laporan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen pembalut wanita
kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kemudian Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan uji laboratorium terhadap
beberapa merek pembalut wanita di laboratorium TUV NORD Indonesia
dengan menggunakan metode spektrofotometri, pengujian tersebut didasarkan
pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/\V//1996 tentang
Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Hasil pengujian laboratorium
tersebut ialah terdapat 9 (Sembilan) merek pembalut wanita yang mengandung
bahan berbahaya berupa klorin. Kemudian pada 6 Juli 2015, Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan siaran pers terkait 9
(Sembilan) merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya, hal
tersebut dilakukan agar masyarakat yang menjadi konsumen pembalut wanita
dapat mengetahui dan berhati-hati dalam memilih pembalut wanita yang

hendak digunakan.
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2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi
pengedaran pembalut wanita, dimulai sejak pemberian izin edar terhadap
pembalut wanita. Pembalut wanita harus melewati uji mutu, keamanan, dan
kemanfaatan produk, hal itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1190/Menkes/Per/V111/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan siaran pers Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyatakan adanya 9 (Sembilan)
merek pembalut wanita yang mengandung bahan berbahaya, kemudian Badan
Pengawas Obata dan Makanan (BPOM) membantu Kementerian Kesehatan
melakukan uji laboratorium terhadap 9 (Sembilan) merek pembalut tersebut
di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang merupakan
laboratorium milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait hal
tersebut, sebenarnya pembalut wanita bukan merupakan tugas pokok Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena pembalut wanita masuk dalam
kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang merupakan tugas
pokok Kementerian Kesehatan. Namun dikarenakan Kementerian Kesehatan
tidak  memiliki laboratorium, maka  Kementerian Kesehatan
mengkoordinasikan hal ini ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga
Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya membantu pada proses pengujian
di laboratorium saja. Pengujian terhadap 9 (Sembilan) merek pembalut wanita
tersebut didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pembalut
wanita dengan nomor SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita. Hasil uji
laboratorium menyatakan bahwa 9 (Sembilan) merek pembalut wanita

tersebut telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pembalut wanita.
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3. Standar pembalut wanita yang aman digunakan, sesungguhnya Indonesia telah
memiliki standar pembalut wanita yang diatur pada SNI 16-6363-2000 tentang
Pembalut Wanita. Menurut penulis, standar tersebut sudah cukup lama tidak
diperbaharui sedangkan perkembangan teknologi industry dan pasar di
masyarakat terus berkembang. Selain Indonesia, terdapat pula beberapa
Negara yang memiliki peraturan mengenai standar terhadap pembalut wanita
yang aman digunakan, diantaranya India dan Amerika Serikat. India melalui
Indian standard (IS) 5405:1980 Specification for Sanitary Napkin dan
Amerika Serikat melalui Guidance for Industry and FDA Staff about
Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket Notification
submissions (510(k)s) memiliki standar pembalut wanita yang rinci, bahkan
terkait klorin yang merupakan salah satu bahan berbahaya, Amerika Serikat
telah memiliki ambang batas dari penggunaan bahan berbahaya berupa klorin

pada pembalut wanita yakni sebesar 0,1 ppm sampai 1 ppm.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memiliki laboratorium untuk
pengujian terhadap Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang
merupakan tugas pokok Kementerian Kesehatan.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat lebih fokus terhadap
tugas pokok yang dimilikinya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan

tugas pokok Kementerian Kesehatan.
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3. Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) dapat lebih teliti dalam mengawasi pengedaran
pembalut wanita.

4. Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat melakukan
perbaharuan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI
16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita, agar dapat seimbang dengan
perkembangan teknologi industry dan pasar pembalut wanita.

5. Masyarakat yang menjadi konsumen pembalut wanita diharapkan dapat lebih

cerdas dalam memilih produk yang aman digunakan baginya.
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